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MOTTO 
 
 
 

 
 DI MANA ADA KESUNGGUHAN DISITU PASTI ADA 

JALAN 
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 MAKA NIKMAT TUHANMU YANG MANAKAH YANG 
KAMU DUSTAKAN 

 
 

 
 JANGANLAH KAMU BERPUTUS ASA DARI RAHMAT 
ALLAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ar-Rahmān (55): 13. 
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Penulisan transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai 
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Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

� Alif - tidak dilambangkan 

� bā’ b - 

� tā’ t - 

� sā s˙ es (dengan titik di atas) 

� jīm j - 

� hā’ h ha dengan titik di bawah 

� khā’ kh - 

� dal d - 

	 zal ż ze ( dengan titik di atas) 


 rā’ r - 

� zai z - 

� sīn s - 


 syīn sy - 

� sād s  es (dengan titik di bawah) 

� dād d de (dengan titik di bawah) 

� tā’ t � te (dengan titik di bawah) 

� dād z  zet (dengan titik di bawah) 

� ‘ain ‘ koma terbalik di atas 
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� gain g - 

� fā’ f - 

� qāf q - 

� kāf k - 

� lām l - 

� mīm m - 

� nūn n - 

� wāw w - 

� hā h - 

� hamzah ’ apostrof  

� yā’ y - 

 

1. Vokal 

a. Vokal Tunggal 

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 

� fathah a a 

� kasrah i i 

� dammah  u u 

 
Contoh: 

��    kataba    "#$  su’ila  

b. Vokal Rangkap  

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 

%� Fathah dan ya ai a – i  

%� Fathah dan wawu au a – u  
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Contoh: 

&'    kaifa   �()  haula 

c. Vokal Panjang (maddah) 

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 

*+ Fathah dan alif ā a dengan garis di atas  

%� Fathah dan yā’ ā a dengan garis di atas 

,� Kasrah dan yā’ ī i dengan garis di atas 

-� Dammah dan yā’ ū u dengan garis di atas 

 

Contoh: 

�./   qāla   /"'   qīla 

01
   ramā            �(23     yaqūlu 

2. Ta’ Marbutah  

a. Transliterasi ta’ marbutah hidup  

Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dan 

dammah transliterasinya adalah “t”. 

b. Transliterasi ta’ marbutah mati  

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

Contoh:  

 4567  talhah  

c. Jika ta’ marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-“, dan 

bacaannya terpisah, maka ta’ marbutah tersebut ditransliterasikan dengan 

“h”/ h. 

Contoh:  



 x 

 �.879� 4:�
  raud�atul atfāl atau raud�ah al-atfāl 

 ;
(<=� 4<3>=�   al-Madīnatul Munawwarah atau  

al-Madīnah al-Munawwarah  

 

3. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang 

sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 

�%?@ nazzala 

ABC� al-birru 

4. Kata Sandang "��" 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

yaitu "ال" Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas 

kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti 

oleh huruf Qomariyah: 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya yaitu "ال" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. 

Contoh: 

"EAFC� ar-rajulu 

;>A'GC� as-sayyidatu 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, 

bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun Qamariyah, kata sandang ditulis 
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terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda 

sambung (-) 

 

Contoh: 

H62C� al-qalamu 

I3>JC� al-badī’u 

5. Hamzah  
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

aspostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan 

di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

K'L syai’un 

�F1� umirtu 

�(<C� an-nau’u 

6. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada 

nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada 

permulaan kalimat.  

Contoh:  

�($
 >MN .1� OP  wamā Muhammadun illā Rasūl 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.  
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 �	�ى وا���� ��
��	�� ��� ا���� � � ا��ي ار�� ر�� �آ�� وآ�� د�� ا��

  ��
�� ا$	� ان &ا�� ا&ا� و'�� & $��% �� وا$	� ان "���ا �!�� ور�	$ �
�

��
 "��� و��� ا�� وا*�
�� ا(�)+�� ا�0-ة وا�.-م ��� �

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, taufiq serta hidayah-

Nya kepada kita semua, shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada 

baginda Agung  Rasulullah Muhammad  SAW yang telah menuntun kita dari alam 

kejahiliyahan hingga alam yang penuh dengan Nur Illahi.   

Skripsi dengan judul “PRAKTEK GADAI TANAH SAWAH DITINJAU 

DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA HARJAWINANGUN KECAMATAN 

BALAPULANG KABUPATEN TEGAL), alhamdulillah telah terselesaikan disusun 

guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam 

Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyelesaiannya 

tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak baik yang bersifat moril 

maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
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ABSTRAK 
 
 
 

Praktek gadai sudah lama dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat Desa 
Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Praktek gadai tanah 
sawah yang terjadi di Desa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu dengan 
datangnya si A kepada si B bermaksud untuk meminjam uang dengan pemberian 
uang pinjaman distandarkan dengan nilai harga emas dengan jaminan si A 
menyerahkan tanah sawahnya kepada si B untuk diambil hasilnya sampai ia bisa 
melunasi hutangnya dan waktu pengembalian uang pinjaman tersebut tidak ada 
batasan waktunya bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. 

Akad semacam ini tentunya bisa merugikan salah satu pihak, biasanya 
pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (rahin), karena tanah 
sawah yang dijadikan agunan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai 
(murtahin) tanpa ada bagi hasil dengan rahin.  Hal inilah kiranya yang mendorong 
penyusun untuk mengadakan penelitian lebih mendalam tentang praktek gadai 
tanah sawah di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal untuk dibahas 
dan dianalisa dalam tinjauan hukum Islam. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
dilaksanakan di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal. Sedangkan 
pendekatan yang digunakan adalah normatif yakni mengkaji data yang ada di 
masyarakat Desa Harjawinangun kemudian dianalisis berdasarkan norma-norma 
yang terkandung dalam Hukum Islam. Dan teknik pengumpulan datanya adalan 
interview, metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari informan 
secara bebas, jadi jawabannya tidak dibatasi. Iinterview adalah untuk 
mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada para informan. 
Agar wawancara ini lebih valid penyusun juga mewawancarai tokoh masyarakat 
dan pemerintah desa setempat.. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 
adalah para penggadai dan penerima gadai yang ada di Desa Harjawinangun yang 
berjumlah 14 informan, masing-masing 7 informan dari penggadai dan 7 dari 
penerima gadai. Sedangkan sampelnya yang digunakan adalah simple random 
yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam  populasi yang dijadikan obyek penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam 
pelaksanaan praktek gadai tanah sawah dilihat dari akadnya sudah sah sesuai 
ketentuan hukum Islam. Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadai secara 
penuh oleh murtahin baik secara hukum Islam maupun Adat tidak sah karena 
adanya unsur eksploitasi dari pihak-pihak yang berkuasa serta nilai-nilai 
kemaslahatan dan keadilan tidak diperhatikan.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Masalah. 
 

      Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup 

dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia 

memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam 

masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu 

sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam 

hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.1 

Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan 

agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup 

pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan 

dari pihak lain. 

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara 

menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya mencakup aspek-aspek 

aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya 

kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, 

maupun dalam kehidupan masyarakatnya.2  

                                                 
1  Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), ed. Revisi, 

(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11. 
 
2  Suparman Usman, Hukum Islam (Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam 

Tata Hukum Indonesia), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 66. 

1 



 

 

2 
 

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong- 

menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus 

menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa  

pemberian dan bisa juga berupa pinjaman. 

Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, 

jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari 

debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu 

melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. 

Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.3 

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di syari'atkan oleh 

Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi: 

ن مقبوضة فان امن بعضكم بعضا هاتجدواآاتبافر على سفرولم و ان آنتم

فليؤدالذى اؤتمن امانته وليتق االله ربه ولاتكتمواالشهادةومن يكتمهافانه اثم قلبه 

  4واالله بما تعملون عليم 

Dari ayat di atas  dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada 

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak 

mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, 

untuk memperkuat adanya perjanjian, pihak yang berhutang harus 

menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan 

                                                 
3 Muhammad Solikhul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003) hlm. 

1 – 3. 
 
4   Al-Baqarah (2): 283. 
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agar mampu menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak mengkhawatirkan 

atas uang yang diserahkan kepada rahin. 

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk 

suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang 

menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang 

jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang/debitur) 

tetapi dikuasi oleh penerima gadai (yang berpiutang/kreditur). Praktek seperti 

ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau sendiri pun pernah 

melakukannnya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits di bawah ini: 

   5 ا شترى من يهو دي طعاما الى اجل ورهنه درعه

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah 

diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum 

maupun tentang pemanfaatan barang gadai  oleh penerima gadai yang semua 

itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pelaksanaannya tidak 

menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.  

Secara bahasa, gadai atau rahn berarti “al-Subūt wa al- Dawām” yang 

artinya tetap dan kekal. Sebagian ulama lughat mengartikan  ar-rahn dengan 

“al-Habsu” (menahan).6  Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mendefinisikan rahn 

                                                 
5 Imam al-Bukhāri, S ahih al-Bukhāri, (Beirut:  Dār al-Fikr, 1891), III : 1115, ” Bab Fī 

Rahni Fī al-HadĪs”.  Hadits riwayat al-Bukhāri dari Musaddad dari ab al-Wahid dari al- A'mas dari 
Ibrahim. 

 
6  As- Sayyid Sabiq, Fiqh as – Sunnah, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t ) III : 187. 
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dengan menjamin hutang dengan barang di mana hutang dimungkinkan bisa 

dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.7 

Sedangkan pengertian gadai secara istilah menurut Ahmad Azhar Basyir 

adalah menjadikan sesuatu benda  bernilai  menurut pandangan syara' sebagai 

tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu  

seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.8 

Dalam adat, gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai 

merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan si 

penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya 

kembali.9 

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gadai adalah 

penahanan suatu barang atau jaminan atas hutang, jika hutang sudah dilunasi 

maka jaminan itu kembali pada yang punya. 

Selanjutnya penyusun akan menggambarkan pelaksanaan praktek gadai 

tanah sawah yang ada di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang 

Kabupaten Tegal. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa setempat 

menggadaikan tanah sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena 

adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. 

Sedangkan proses gadai sawah tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu 

                                                 
7  Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, cet. ke – 7 ( Jakarta : Dārul Falāh,  

2004), hlm. 531. 
 
8  Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai, cet. ke-

2,  ( Bandung : al – Ma'arif, 1993), hlm. 50. 
 
9  Iman  Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, cet. ke- 4 ( Yogyakarta: Liberty, 2000) hlm. 

28. 
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dengan datangnya si A yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si B 

seseorang yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat Desa Harjawinangun 

biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau famili ataupun 

kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman 

(utang) tidak ditentukan bahkan ada yang  mencapai puluhan tahun. Dan pada 

saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan 

saksi karena antara penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) sudah 

saling percaya, tetapi ada sebagian rahin dan murtahin yang mendaftarkannya 

kepada perangkat desa sebagai antisipasi jika suatu saat nanti ada salah satu 

pihak yang ingkar janji atau melakukan wanprestasi. 

Tradisi yang ada dan berlaku di sana, setiap bentuk pinjaman apapun itu 

baik dengan cara gadai atau pinjaman murni tanpa ada barang jaminan, uang 

pinjaman yang diberikan oleh murtahin disamakan dengan nilai harga emas. 

Sebagai contoh si A meminjam uang Rp 3.000.000,- kepada si B, dan nilai 

harga emas pergramnya pada saat meminjam uang Rp 300.000,- maka uang 

pinjaman tersebut bernilai  emas 10 gram pada waktu ia mengembalikan uang 

tersebut. Bentuk pinjaman yang demikian tentunya bisa merugikan salah satu 

pihak dan biasanya pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak 

penggadai (rahin) karena ia akan membayar hutang lebih besar dari nilai 

pinjaman yang diterima, selain itu tanah sawah yang dijadikan sebagai 

jaminan hutang dikuasai oleh murtahin beserta hasilnya. 

Pada saat rahin melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur 

keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus ridha dengan ketentuan yang 
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diberikan oleh murtahin berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan 

dengan nilai harga emas. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam 

mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur 

paksaan dan yang perlu diperhatikan  adalah harus memelihara nilai-nilai 

keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta 

menghindarkan unsur-unsur penganiayaan. 

Hal inilah kiranya yang mendorong penyusun untuk mengadakan 

penelitian lebih mendalam terhadap praktek gadai tanah sawah di Desa 

Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. 

 

B. Pokok masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan suatu 

pokok masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana Pandangan Hukum Islam 

Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan 

Balapulang Kabupaten Tegal? 

 

C. Tujuan dan kegunaan 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan praktek gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun 

Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. 

2. Untuk menjelaskan status hukum gadai tanah sawah yang terjadi di Desa 

Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. 
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Diharapkan penyusunan skripsi ini bisa berguna untuk: 

1. Secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang 

melakukan transaksi gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun, terutama 

dalam hal transaksi gadai agar dapat menjalankan sesuai dengan hukum 

Islam. 

2. Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan 

ilmu syari’ah di bidang muamalah, khususnya dalam menyelesaikan 

permasalahan praktek gadai tanah sawah.  

 

D. Telaah pustaka 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari 

referensi yang relevan dengan topik yang diangkat baik dari kitab-kitab, buku-

buku maupun karya ilmiah atau skripsi. 

Sejauh yang penyusun ketahui memang telah banyak ditemukan baik buku 

maupun kitab yang membahas masalah gadai. Diantara buku-buku  yang di 

dalamnya ada pembahasan mengenai hak pemanfaatan barang gadaian adalah 

seperti buku yang telah ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir yang berjudul 

“Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai” di dalamnya 

membahas mengenai hak pemegang gadai terhadap barang gadaian hanya  
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pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai. Pemegang gadai 

hanya berhak menahan barang gadaian, tidak berhak memungut hasilnya.10  

Selanjutnya buku karya Nazar Bakri yang berjudul “Problematika 

Pelaksanaan Fiqih Islam” menjelaskan tentang pengambilan manfaat barang 

gadai. Pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian, 

sebab mengambil manfaat tersebut termasuk riba. Tetapi kalau barang yang 

digadaikan tersebut seperti lembu, kerbau, kuda, maka pemegang gadai boleh 

mengambil manfaat sekedar pengganti dari apa yang telah diusahakannya.11 

Dalam buku yang berjudul “Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)” 

karya Masjfuk Zuhdi, mengemukakan bahwa Islam tidak membenarkan adat 

istiadat yang membolehkan penggadai menanami tanah gadai dan memungut 

seluruh hasilnya, sebab ini mengandung unsur eksploitasi yang merugikan 

pemilik barang gadai.12    

Ada juga karya tulisan yang membahas tentang gadai tanah diantaranya 

adalah karya Imam Sudiyat yang berjudul Hukum Adat Sketsa Asas 13 dan 

Muhammad Solikhul Hadi yang berjudul Pegadaian Syari’ah14. Kedua buku 

tersebut merupakan proyeksi perbandingan antara hukum adat dan hukum 

Islam. Diantara pembahasannya adalah tentang hukum tanah, transaksi yang 

                                                 
10  Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Riba.........., hlm. 56.  
 
11  Nazar Bakri, Problematika Pelaksanaan Fikih Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Rajawali 

Press, 1994), hlm. 48. 
 

12  Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam),  cet ke-8, (Jakarta: 
Haji Masagung, 1994), hlm. 123. 

 
13  Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 28. 
 
14  Muhammad Solikhul Hadi, Pegadaian Syari’ah,…. 
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berhubungan dengan tanah, konsep legal pegadaian syari’ah (rahn) dan 

pegadaian dalam perspektif Islam. 

Sedangkan karya ilmiah berbentuk skripsi yang penyusun ketahui 

diantaranya skripsi Arifatul Latifah yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan 

Magelang Jawa Tengah”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang kategori 

sistem gadai yang memerlukan pembiayaan dan dimanfaatkan oleh penerima 

gadai.15 

Skripsi saudara Supriadi yang berjudul “ Gadai Tanah Pada Masyarakat  

Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tersebut menjelaskan 

pemanfaatan barang gadai (tanah gadai) di tinjau dari segi maslahah dan 

mafsadahnya.16 

Skripsi saudari Laila Isnawati dengan judul, “Pemanfaatan Gadai Sawah 

di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten 

Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)”. Skripsi 

tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat 

desa tersebut melaksanakan gadai tanah (sawah) dan pemanfaatan barang 

jaminan oleh pihak kreditur/murtahin secara penuh tidak diperbolehkan 

                                                 
15  Arifatul Latifah,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa 

Gondowangi Kecamatan  Magelang Jawa Tengah”, skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 1999 

 
16 Supriadi, “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam”, 

skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004. 
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karena barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang piutang untuk 

menambah kepercayaan kepada kreditur.. 17 

Melihat skripsi-skripsi tersebut dan beberapa buku yang penyusun ketahui, 

belum terdapat pembahasan mengenai praktek gadai tanah sawah pada 

masyarakat Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal 

sehingga penyusun mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang 

hal tersebut di daerah setempat. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Tujuan pencipta hukum (Syari’) dalam menetapkan hukum-hukumnya 

adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia 

seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang fana (sementara) ini, maupun 

kebahagiaan di akhirat yang baqa’ (kekal).  

Allah SWT menurunkan syari’at (hukum) Islam untuk mengatur 

kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat 18 

di dalamnya mengatur/mencakup masalah muamalah seperti gadai. 

 Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan 

dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan 

manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu 

untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan 

                                                 
17 Laila Isnawati, “ Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa 

Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normativ dan Sosiologi Hukum 
Islam)”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 

 
18 Suparman Usman, Hukum Islam … hlm. 65. 

 



 

 

11 
 

antara satu manusia dengan manusia lain  dalam memenuhi kebutuhan, harus 

terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan 

kesepakatan. Kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan keduanya lazim 

disebut dengan akad. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul 

dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat 

hukum pada objeknya.  

Pada dasarnya segala  bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan lain oleh al-Qur’an dan as-Sunnah. Pernyataan ini sesuai dengan 

kaidah :  

لاصل فى الاشياء الاباحةا  19  

Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa sumber hukum 

muamalah adalah al-Qur’an dan as-Sunnah, selain itu manusia diperbolehkan 

untuk mengatur bentuk muamalah apapun yang berkembang dalam 

masyarakat, asal tidak bertentangan dengan nas.  

Rahn atau gadai menurut syari’at Islam dikategorikan sebagai perbuatan 

jaiz atau boleh baik itu menurut ketentuan al-Qur’an , as-Sunnah dan ijma’. 

Landasan normatif masalah gadai itu sendiri adalah ayat al-Qur’an yang 

mengatakan:  

                                                 
19 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976), hlm. 

42. 
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ن مقبوضة فان امن بعضكم بعضا   على سفر ولم تجدواآاتبافرهاو ان آنتم

شهادةومن يكتمهافانه اثم قلبه فليؤدالذى اؤتمن امانته وليتق االله ربه ولاتكتمواال

  20الله بما تعملون عليم وا

Selain teori rahn (gadai) yang bersumberkan pada al-Qur’an dan as-

Sunnah, penyusun juga menggunakan teori ‘urf atau adat istiadat di suatu 

tempat yang juga merupakan salah satu sumber penetapan hukum Islam untuk 

memecahkan permasalahan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin di Desa 

Harjawinangun. Dasar daripada teori ‘urf atau adat antara lain : 

21   ة محكمةالعاد

Menurut Ahmad Azhar Basyir,22 secara garis besar prinsip-prinsip hukum 

Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Sunnah rasul. 

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur 

paksaan. 

3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Dengan demikian 

maka segala hal yang dapat membawa madharat harus dihilangkan. 

                                                 
20  Al-Baqarah (2): 283. 
 
21 Asjmuni A. Rahman, Qaidah……, hlm. 35. 
 
22 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat……, hlm. 10. 
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4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, 

menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. 

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya hidup 

saling tolong menolong di atas rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin 

dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat, Islam yang 

mengajarkan agar hidup dalam bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai 

keadilan dan dihindarkan praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Pada 

dasarnya praktek gadai (rahn) merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah 

yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada nilai 

komersialnya. Sebagaimana firman Allah SWT : 

 23تقوااالله ان االله شديد العقابالعدوان واوتعاونواعلى البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم و

Barang gadai dibagi menjadi dua kategori yaitu barang yang tidak 

membutuhkan kepada pembiayaan dan barang yang membutuhkan kepada 

pembiayaan. Untuk barang yang membutuhkan pembiayaan maka penerima 

gadai (murtahin) boleh memanfaatkan barang gadai sesuai dengan 

pembiayaan, sedangkan barang yang tidak membutuhkan pembiayaan 

penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Hadits Nabi Saw: 

ا ولبن الذريشرب بنفقته اذا آان مرهونا الرهن يرآب بنفقته اذا آان مرهون

 24 وعلى الذى يرآب ويشرب النفقه

                                                 
23 Al-Maidah (5) : 2. 
 
24 Al-Imam al-Bukhāri, Sahih al-Bukhāri…, III: 1115, hlm. 116. 
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  Menurut ketentuan hukum Islam pemanfaatan barang gadai tetap 

merupakan hak si penggadai termasuk hasil barang gadai tersebut, seperti 

anaknya, buahnya, bulunya, sebab dalam gadai itu hanya menjamin 

hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Dan perbuatan 

pemegang gadai memanfaatkan barang gadai adalah merupakan perbuatan 

qirad (qirad ialah harta yang diberikan kepada seseorang kemudian ia 

mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan pemanfaatan, dan 

setiap jenis qirad  yang melahirkan kemanfaatan dipandang riba.25 

  Imam Syāfi’i berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak 

boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya 

secara penuh.26 Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu 

hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang 

berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau 

menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.  

  Sekalipun pemilik barang tersebut mengizinkannya, pemegang barang 

jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila 

barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan 

riba yang dilarang syara’, sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. 

Bahkan menurut beliau, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung 

dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang 

yang akan dipinjam itu. 
                                                 

25  Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 1996), hlm. 143. 

 
26  Imam asy-Syāfi’ī, al-Umm, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), III: 147.  
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Sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut di sini 

penyusun menggunakan metode ‘urf sebagai sumber hukum Islam harus 

memenuhi empat syarat yaitu: 

1. ‘Urf harus berlaku terus menerus (untuk semua peristiwa tanpa kecuali) 

atau kebanyakan berlaku (‘urf tersebut telah berlaku dalam kebanyakan 

peristiwa). 

2. ‘Urf yang dijadikan sumber hukum dari suatu tindakan harus terdapat pada 

waktu diadakannya tindakan tersebut yaitu yang berlaku pada waktu 

keluarnya nash karena pengertian tersebut dikehendaki oleh syara’.  

3. Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan ‘urf. 

4. Pemakaian ‘urf akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti 

dari syari’at, sebab nash-nash syara’ harus didahulukan dengan ‘urf. 

Apabila nash syara’ itu dapat digabungkan dengan ‘urf maka ‘urf itu tetap 

dipakai.27 

‘Urf merupakan salah satu sumber hukum Islam. Penggunaan ‘urf sebagai 

dasar hukum termasuk dalam usaha untuk memelihara kemaslahatan dan 

menghindarkan manusia dari kesempitan.28 Sedangkan terwujudnya 

kemaslahatan merupakan tujuan utama diturunkannya syari’at Islam. 

Adat (‘urf) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu adat yang sahih dan 

adat yang fasid. Adat yang sahih adalah apa yang diketahui orang tidak 

                                                 
27 A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1970), hlm. 82-84. 
 
28 Hasbi ash-Shidiqi, Falsafah Hukum Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hlm. 

475. 
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menyalahi dalil-dalil syari’at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak 

membatalkan yang wajib. Sedangkan adat yang fasid adalah apa yang saling 

dikenal orang tetapi berlainan dengan syari’at atau menghalalkan yang haram 

dan membatalkan yang wajib.29   

Peraturan yang ditetapkan berdasarkan ‘urf dapat dinyatakan memiliki 

nilai, jika ‘urf tersebut tidak berbenturan dengan nash atau ijmak yang pasti. 

Selain itu, jika tidak akan menimbulkan madharat yang kemungkinan terjadi 

dikemudian hari.30 

Jadi dalam menyelesaikan permasalahan praktek gadai tanah sawah di 

Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, penyusun 

disamping bersandar pada ayat-ayat al-Qur’an dan as-Sunnah juga 

menggunakan ‘urf sebagai sumber alternatif apabila tidak ada dalil yang pasti 

dari nash dan juga sebagai penguat dalil nash yang ada. 

 

F. Metode Penelitian. 

Metode yang digunakan untuk penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data 

yang lengkap dan valid mengenai praktek gadai tanah sawah di Desa 

Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. 
                                                 

29 Abd al-wahab Khallaf, Ilmu Usul al-Fiqh, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1987), hlm. 84. 
 
30 Yusuf Qardhawi, Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam, cet. ke-1, (Pustaka Mantiq, 

1993), hlm. 40. 
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2. Sifat Penelitian. 

 Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat 

deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan 

menguraikan suatu masalah (praktek gadai tanah sawah) yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal 

yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. 

 

3.   Pendekatan Masalah. 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan 

yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa 

sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syari’at. 

 

4.   Teknik Pengumpulan data.  

 Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode 

pengumpulan data. Adapun metode yang  dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki.31 Jadi metode observasi merupakan 

suatu cara penelitian untuk data yang dilaksanakan secara langsung 

mengamati objek yang diteliti dan gejala-gejala yang timbul. 
                                                 

31 Sutrisna Hadi, Metodologi Research, cet. ke-22, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 
136. 
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b. Wawancara (Interview) 

Adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau 

lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu melihat yang lain dan 

mendengarkan secara langsung. Metode ini dilakukan untuk 

mengumpulkan tanggapan dari responden secara bebas, jadi jawabannya 

tidak dibatasi. Wawancara (interview) adalah mendapatkan informasi 

dengan cara bertanya langsung kepada para informan.32Wawancara ini 

dilakukan dengan mengambil informan dari pihak penggadai (rahin) dan 

penerima gadai (murtahin) masing-masing 7 informan di Desa 

Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dan agar 

wawancara ini lebih valid penyusun juga melakukan wawancara dengan 

tokoh masyarakat  dan pihak pemerintah desa setempat. 

c. Dokumentasi. 

Dokumentasi yang penyusun maksudkan adalah usaha pengumpulan 

data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi desa yang 

terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada di lokasi tersebut. 

 

 

 

 

                                                 
32 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survai, cet. ke-1, 

(Jakarta:LP3ES, 1989), hlm. 192. 
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d. Populasi dan penentuan Sampel. 

1. Populasi. 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit  analisis yang ciri-

cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

adalah para penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) yang ada 

di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, 

penyusun mengambil masing-masing 7 informan. 

2. Penentuan Sampel. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah simple 

Random Sampling, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara acak tanpa memeperhatikan strata yang ada dalam populasi yang 

dijadikan objek penelitian.33Penelitian ini mengambil sampel dari 

populasi yaitu penggadai dan penerima gadai yang ada di Desa 

Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, yang 

berjumlah 14 informan. Penyusun mengguanakan non-random 

sampling karena tidak semua populasi melaksanakan praktek gadai 

tanah sawah. 

 

5.  Analisis Data. 

Yaitu cara bagaimana data yang sudah diperoleh dan terkumpul kemudian 

dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun analisis data yang 

digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara 

                                                 
33 Sutrisno Hadi, Metodologi Research……., hlm. 136. 
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menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan 

menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data 

yang penyusun temukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-

kasus yang ada dalam data yang didapatkan. Selanjutnya, data yang terhimpun 

tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam. Dengan metode analisis data 

seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan mengenai status 

gadai tanah sawah dalam perspektif hukum Islam dari kasus yang ada dalam 

data tersebut. 

 

G. Sistematika Pembahasan. 

 Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima 

bab, bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling 

berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. 

Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah 

ini: 

 Dalam bab satu memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoretik, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan. 

 Kemudian dilanjutkan dengan bab dua yang membahas tentang gambaran 

umum gadai menurut hukum Islam. Pada bab ini penyusun mencoba memaparkan 

tentang pengertian dan dasar hukum gadai menurut hukum Islam, selain itu 

penyusun juga menjelaskan tentang rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai, 
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manfaat dan tujuan disyari’atkannya gadai, yang terakhir adalah pemanfaatan 

barang gadai. 

 Selanjutnya pada bab tiga akan menguraikan praktek gadai tanah sawah dan 

pemanfaatannya yang meliputi  deskripsi wilayah penelitian meliputi letak 

geografis dan demografis, kehidupan beragama dan pendidikan serta tidak lupa 

dicantumkan juga keadaan sosial ekonomi, selanjutnya akan dipaparkan juga 

mengenai praktek pelaksanaan gadai tanah sawah yang ada di desa 

Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. 

 Pada bab empat akan dilakukan analisis hukum Islam terhadap praktek gadai 

tanah sawah  di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal 

yang meliputi analisis dari segi pelaksanaan akad, dan selanjutnya analisis 

terhadap pemanfaatan barang gadai atau jaminan. 

 Akhirnya dalam bab lima atau bab terakhir sebagai penutup dari keseluruhan 

rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah 

penelitian dan saran-saran yang relevan untuk masyarakat desa setempat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai rangakain dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, maka 

dalam bab yang terakhir ini ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik yaitu 

sebagai berikut : 

 Pertama dari akad gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dari segi ijab 

qabulnya (sighat akad) sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun 

ijab qabul tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah 

setempat (yaitu jawa) asalkan kedua pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian 

tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam sighat akad  maka ijab qabul 

yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang  

sah. 

Sedangkan mengenai hal lainnya yaitu tentang aqid (rahin dan murtahin) 

juga telah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masing-masing pihak 

adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cakap bertindak hukum. Meskipun 

ada sebagian rahin yang mewakilkannya kepada perantara namun perantara 

tersebut juga orang-orang yang telah memenuhi kriteria di atas. 

Dari marhun sendiri juga sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut 

merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan jadi sah pula untuk 
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digadaikan, namun dari sisi serah terimanya tidak dibenarkan menurut hukum 

Islam karena rahin tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan 

sedangkan menurut ketentuan haruslah menyerahkan sertifikat sebagai bukti 

otentik karena sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak. Jadi 

hal ini tidak sah menurut ketentuan hukum Islam. 

Sedangkan mengenai marhun bih (hutang) sudah terpenuhi . Tetapi dalam 

kenyataannya hutang itu nilainya dikurskan dengan nilai emas meskipun nilainya 

semakin banyak tetapi ini bukan merupakan tambahan yang dipersyaratkan.   

Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah telah sah 

menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima marhun tidak 

sempurna karena rahin tidak menunjukan sertifikat tanahnya.  

Dari pemanfaatan marhun (barang gadai) yang terjadi adalah 

dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) dan tidak ada bagi 

hasil antara rahin dan murtahin, bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai 

tidak bisa mengolah tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah 

secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan 

tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan 

kesempatan dalam kesempitan serta tidak memelihara nilai-niai keadilan dan 

tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.    
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B. Saran-saran 

Adapun saran-saran yang bisa penulis sampaikan dalam kesempatan ini  

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi para pihak yang melaksanakan transaksi gadai tanah sawah hendaklah 

saling memberikan pengertian satu sama lain yaitu antara penggadai dan 

penerima gadai  jangan sampai merugikan salah satu pihak.  

2. Sebaiknya ada bagi hasil  dari barang gadai (hasil sawah) antara penggadai 

dan penerima gadai hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian di 

salah satu pihak. Mungkin juga bisa dibatasi waktunya agar penggadai sendiri 

tidak terlalu lama (bertele-tele) mengembalikan hutangnya karena sampai 

kapanpun hutang harus tetap dibayar.  
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LAMPIRAN I 
 
 

TERJEMAHAN NO HLM F.N 
BAB I 

1 2 4 Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 
mendapatkan penulis, maka hendaklah ada barang jaminan 
yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada 
Allah, tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan 
kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, 
hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 

2 3 5 Rasulullah saw pernah membeli makanan pada orang Yahudi 
dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.  

3 11 19 Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh. 
4 12 20 Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

mendapatkan penulis, maka hendaklah ada barang jaminan 
yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada 
Allah, tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan 
kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, 
hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 

5 12 21 Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. 
6 13 23 Bertolong tolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan 

janganlah kamu tolong menolong di dalam dosa dan 
permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya azab 
Allah sangat pedih. 

7 13 24 Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan 
jaminan hutang dan air susu diminum airnya dengan nafkahnya 
juka ia dijadikan jaminan hutang, kepada yang menunggangi 
dan meminum air susunya harus memberi nafkah. 

   BAB II 
8 22 3 Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya. 
9 23 5 Menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai dalam 

pandangan syara’ untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga 
memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutang dari 
benda itu. 



 II

10 26 12 Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 
mendapatkan penulis, maka hendaklah ada barang jaminan 
yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada 
Allah, tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan 
kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, 
hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 

11 27 13 Bahwasannya Rasulullah saw pernah membeli makanan pada 
orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi 
beliau. 

12 27 14 Rasulullah telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang 
Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair 
(gandum) dari orang Yahudi untuk keluarga beliau. 

13 32 22 Diangkat pena dari tiga hal yaitu: orang tidur sehingga dia 
bangun, anak kecil sehingga dia dewasa dan orang gila 
sehingga dia berakal dan sadar.  

14 33 24 Setiap apa yang tidak sah diperjualbelikan maka tidak sah pula 
digadaikan. 

15 37 30 Bertolong tolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan 
janganlah kamu tolong menolong di dalam dosa dan 
permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya azab 
Allah sangat pedih. 

16 37 31 Tidak hilang suatu gadaian daripada tuannya yang 
menggadaikannya keuntungan buat dia, dan kerugian atasnya. 

17 39 34 Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan 
jaminan hutang dan air susu diminum airnya dengan nafkahnya 
juka ia dijadikan jaminan hutang, kepada yang menunggangi 
dan meminum air susunya harus memberi nafkah. 

18 39 35 Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba. 
19 41 38 Kalau tidak kamu lakukan, ketahuilah Allah dan Rasul-Nya 

akan mengumumkan perang terhadapmu. Bila kamu bertaubat, 
bagimulah pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan 
teraniaya. 

20 41 39 Kalau orang yang berhutang dalam kesukaran, berilah 
penangguhan sampai masa kelapangan. Kalau kamu 
sedekahkan saja, itu tindakan yang terpuji bagimu. 

   BAB IV 
21 59 2 Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. 
22 60 6 Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan 

utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu 
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menuliskannya. 
23 61 7 Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara 

kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki maka (boleh) 
seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-
orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika 
yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. 

24 64 9 Setiap apa yang tidak sah diperjualbelikan maka tidak sah pula 
digadaikan. 

25 68 12 Jaminan itu tidak menutupi yang punyanya dari manfaat barang 
(yang digadaikan) itu faedahnya kepunyaan dia, dan dia (juga) 
wajib memikul beban (pemeliharaan). 

26 68 13 Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba. 
27 69 14 Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan 

jaminan hutang dan air susu diminum airnya dengan nafkahnya 
juka ia dijadikan jaminan hutang, kepada yang menunggangi 
dan meminum air susunya harus memberi nafkah. 

28 71 15 Kalau tidak kamu lakukan, ketahuilah Allah dan Rasul-Nya 
akan mengumumkan perang terhadapmu. Bila kamu bertaubat, 
bagimulah pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan 
teraniaya. 
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adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai ketua 
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Dirasah Islamiyah pada tahun 1965. Karya-karyanya yang telah beredar yaitu “Garis 
Besar Sistem Ekonomi Islam (1981), Masalah Imamah Dalam Filsafat Politik Islam 
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seorang ahli hokum yang menghasilkan banyak karya, diantara karyanya yang 
terkenal adalah “Fiqh as-Sunnah dan al-Aqidh al-Islamiyah”. 
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Ibnu Mājah 
 
 Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qaswaniy, 
lahir pada tahun 207 H dan wafat pada hari selasa delapan hari sebelum hari raya Idul 
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Irak, Mesir dan Syam. Wafat pada tahun 256 H/870 M di Samarkhan. Karyanya 
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Imam Syāfi’i 
 
 Beliau dilahirjkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih 
wilayah Asqalan pada tahun 150 H/767 M. Bersamaan dengan wafatnya Imam 
Hanafi. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Makkah dan dibesarkan di sana. 
 Nama beliau adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibnu Usman Ibn 
Syāfi’i al Mutalibi dari keturunan Mutalib bin Abdi Manaf, yaitu kakek yang 
keempat dari rasul dan kakek kesembilan dari as-Syāfi’i. 
 Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa Arab, kesusastraan, syair dan sajak. 
Tentang syairnya (ketika beliau masih remaja yaitu umur 15 tahun) sudah diakui oleh 
para ulama ahli syair. Kepandaian beliau dalam menyusun kata ke dalam syair yang 
indah sehingga tidak sedikit ahli syair yang belajar kepada beliau. 
 Kepandaian Imam Syāfi’i dalam kitab Fiqh sudah terlihat sejak umur 15 
tahun, sudah termasuk alim Fiqh di Makkah. Dan sudah diikutsertakan dalam Majlis 
fatwa dan kemudian ditegaskan lagi beliau disuruh menduduki kursi Mufti. 
 Kepandaian dalam ilmu Tafsir dan Hadis dapat kita ketahui, ketika beliau 
masih belajar kepada Imam sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu 
boleh dikatakan bahwa beliau seorang ahli tafsir. Dan pengetahuan beliau mengenai 
hadis terbukti bahwa beliau sebelum dewasa sudah hafal isi kitab al-Muwatta’. 
Karyanya yang pertama adalah kitab “ar-Risālah” yang dikarang di Kota Makkah. 
Di Mesir beliau mengarang kitab-kitab baru yaitu “al-Umm, al-'Amali dan al-Imlāk”. 
 
TM. Hasbi Ash-Shiddieqy 
 
 Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) dengan nama Tengku 
Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau pernah 
mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren di daerah Sumatera kemudian 
melanjutkan studinya ke Jawa Timur (PT al-Irsyad Surabaya) sejak itu beliau mulai 
terjun dalam dunia ilmiah, beliau pernah menjabat sebagai dosen dan dekan pada 
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun karyanya yang terkenal 
adalah “Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalah” dan masih banyak lagi. 
Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta. 
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Yusuf Qardhawi 
 
 Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardawi, dilahirkan di Safat 
Turab, Mesir 9 September. Seorang ulama kontemporer yang ahli dalam  Hukum 
Islam, dan mantan dekan Fakultas Syari’ah Qatar. Ia berasal dari keluarga yang taat 
menjalankan agama Islam, sehingga tidak mustahil ia menjadi seorang yang kuat 
dalam beragama. 
 Ketika berumur lima tahun, ia dididik menghafal al-qur’an secara intensif oleh 
pamannya dan pada usia 10 tahun ia sudah dapat menghafal seluruh al-qur’an dengan 
fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di 
Fakultas Usuludin Universitas al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihnya pada 
tahun 1952/1953. Pada tahun 1960 ia memasuki pascasarjana di Universitas al-Azhar. 
Setelah itu ia melanjutkan program Doctoral dan selesai pada tahun 1970. 
 Sebagai ilmuan dan da’i, al-qardawi juga aktif dalam menulis berbagai artikel 
keagamaan di berbagai media cetak. Dia juga aktif melakukan penelitian tentang 
Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. Dalam kapasitasnya 
sebagai seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai 
pengetahuan Islam. Di antara karyanya yang terkenal antara lain “ al-Halāl Wa al-
Harām Fi al-Islām, Fiqh az-Zakāh, Fiqh as-Siyam “ dan masih banyak lagi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VII

PEDOMAN WAWANCARA 

 

I. Pihak Pemerintah. 

1. Apakah pihak pemerintah Desa mengetahui apabila masyarakat 

melakukan gadai tanah sawah? 

2. Dalam pelaksanaan gadai tanah sawah apakah dicatat dalam agenda desa? 

3. Apakah pihak pemerintah desa diundang untuk menyaksikan terjadinya 

akad atau transaksi gadai tanah sawah? 

4. Bagaimana akad pelaksanaan gadai tanah sawah yang diketahui oleh 

pemerintah? 

5. Menurut landasan hukum apa gadai tanah sawah tersebut dilakukan? 

6. Apabila terjadi sengketa ataupun wanprestasi mengenai gadai tanah 

sawah, apakah pihak pemerintah desa dilibatkan? 

7. Apakah ada barang gadaian yang menjadi jaminan hutang digadaikan lagi 

oleh penerima gadai? 

8. Apakah pernah terjadi barang gadaian selama tujuh tahun belum 

dikembalikan oleh penggadai? 

9. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat desa Harjawinangun?  

 

II. Tokoh Masyarakat. 

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi masyarakat dalam 

melakukan akad gadai tanah sawah? 

2. Bagaimanakah keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan akad gadai 

tanah sawah baik dari pihak rahin (pengadai) maupun murtahin (penerima 

gadai)? 

3. Bagaimana bentuk akad gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun?  

4. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa 

Harjawinangun? 
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5. Apakah para pihak yang melakukan transaksi gadai tanah sawah 

menghadirkan saksi? 

6. Apa tindakan penggadai dan penerima gadai jika masa gadai telah jatuh 

tempo pada waktu yang telah disepakati? 

7. Bagaimana kedudukan tanah sawah yang digadaikan? 

8. Hak apa yang dimiliki oleh penggadai dan penerima gadai? 

9. Apakah ada sebutan atau istilah khusus mengenai gadai tanah sawah di 

desa Harjawinangun? 

10. Apakah ada barang gadaian yang digadaikan kembali oleh penerima 

gadai? 

11. Bagaimana sistem transaksi gadai tanah sawah yang ada di desa 

Harjawinangun? 

12. Dalam melakukan gadai tanah sawah, para pelaku menggunakan kurs apa? 

13. Sejak kapan gadai tanah sawah ini mulai dilakukan? 

14. Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat desa Harjawinangun?  

 

III. Untuk Penggadai. 

1. Apakah yang menjadikan dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara 

menggadaikan tanah sawah? 

2. Bagaimana cara bapak/ ibu/ saudara menawarkan tanah sawah yang akan 

digadaikan?  

3. Apakah pihak penggadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan 

penerima gadai pada saat melakukan perjanjian gadai? 

4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai? 

5. Sejak kapan penggadai menerima uang hasil dari gadai tanah sawah? 

6. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan 

tanah sawah? 

7. Sejak kapan penggadai menyerahkan tanah sawah yang digadaikan kepada 

penerima gadai? 
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8. Apakah penggadai setuju dengan sistem gadai yang kursnya disesuaikan 

dengan harga emas? 

9. Apakah gadai yang disesuaikan dengan kurs emas menguntungkan 

penggadai? 

10. Apakah barang gadai dikelola oleh penerima gadai? 

11. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penggadai?  

 

IV. Untuk Penerima Gadai. 

1. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ ibu/ saudara dalam 

melaksanakan akad gadai tanah sawah? 

2. Bagaimana cara menerima gadai tanah sawah? 

3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan 

penggadai pada saat melakukan perjanjian gadai? 

4. Siapakah yang melakukan transaksi dalam gadai tanah sawah? 

5. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penggadai? 

6. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam transaksi gadai 

tanah sawah? 

7. Sejak kapan penerima gadai menerima tanah sawah yang dijadikan barang 

jaminan? 

8. Apakah penerima gadai menetukan kurs dalam transaksi gadai tanah 

sawah? 

9. Apakah sistem gadai yang disesuaikan dengan kurs emas 

menguntungkan? 

10. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai? 
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

 
 

 Pihak Pemerintah 
 

Pertanyaan: 
1. Apakah pihak pemerintah desa mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai 

tanah sawah? 
Jawaban: 

- Ya, tentu mengetahui  
 

Pertanyaan:  
2. Dalam pelaksanaan gadai tanah sawah apakah dicatat dalam agenda desa? 
Jawaban: 

- Tidak dicatat dalam agenda desa karena gadai bukan termasuk dalam 
program desa 

 
Pertanyaan: 
3. Apakah pihak pemerintah desa diundang untuk menyaksikan terjadinya akad atau 

transaksi gadai tanah sawah? 
Jawaban: 

- Ya, diundang untuk menyaksikan karena kadang para pihak yang 
melakukan transaksi gadai tanah ini langsung membuat surat 
perjanjian dan bermaterai. 

 
Pertanyaan:  
4. Bagaimana akad pelaksanaan gadai tanah sawah yang diketahui oleh pemerintah? 
Jawaban: 

- sepengetahuan pemerintah desa para pihak yang akan melakukan 
transaksi gadai setelah kedua belah pihak sepakat dan terjadi ijab 
qabul dan ada saksi dari perangkat desa sekaligus membuat surat 
perjanjian gadai secara tertulis. 

  
Pertanyaan: 
5. Menurut landasan apa gadai tanah sawah tersebut dilakukan? 
Jawaban: 

- Ada perangkat desa yang menjawab berdasarkan hukum adat karena 
gadai sawah sudah merupakan tradisi, dan ada yang menjawab 
berdasarkan hukum Islam. 
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Pertanyaan: 
6. Apabila terjadi sengketa ataupun wanprestasi mengenai gadai tanah sawah, 

apakah pihak pemerintah desa dilibatkan? 
 
Jawaban: 

- Ya, dilibatkan fungsinya untuk mendamaikan kedua belah pihak. 
 
Pertanyaan: 
7. Apakah ada barang gadaian yang menjadi jaminan hutang digadaikan lagi oleh 

penerima gadai? 
Jawaban: 

- Ada, tapi dengan izin dari pihak pertama yaitu penggadai. 
 

Pertanyaan: 
8. Apakah pernah terjadi barang gadaian selama tujuh tahun belum dikembalikan 

oleh penggadai? 
Jawaban: 

- Ada 
 

Pertanyaan: 
9. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat desa Harjawinangun? 
Jawaban: 

- Sepengetahuan saya tingkat pendidikan masyarakat Harjawinangun 
sudah bisa dibilang maju dibanding beberapa tahun yang lalu. Hal ini 
bisa dilihat dari kesadaran masyarakat khususnya para orang tua akan 
arti pentingnya pendidikan terutama untuk anak-anak mereka.   

 
 

 Tokoh Masyarakat 
 

Pertanyaan: 
1. Apakah yang menjadi dorongan atau motovasi masyarakat dalam melakukan akad 

gadai tanah sawah? 
Jawaban: 

- Karena faktor kebutuhan  yang mendesak dan jumlahnya tidak sedikit 
antara lain untuk kebutuhan biaya sekolah, mengembalikan hutang dan 
modal usaha. Kalau dengan menggadaikan sawah masih ada 
kemungkinan tanah sawahnya bisa kembali lagi yang penting hutang 
itu sudah dibayar daripada dijual mendingan digadaikan. 
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Pertanyaan: 
2. Bagaimanakah keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan akad gadai tanah 

sawah baik dari pihak rahin (penggadai) maupun murtahin (penerima gadai)? 
 
Jawaban: 

- Keadaan ekonomi dari pihak penggadai mayoritas hanya 
mengandalkan penghasilan dari sumber pertanian sedangkan lahan 
pertanian tersebut adalah tadah hujan dan tidak ada sumber mata air 
(irigasi), sedangkan keadaan ekonomi dari pihak penerima gadai 
kebanyakan mempunyai sumber penghasilan lain selain dari pertanian 
misalnya sebagai pedagang, karyawan dan lain sebagainya. 

 
 

Pertanyaan:  
3. Bagaimana bentuk akad gadai tanah sawah di desa Harjawinangun? 
Jawaban: 

- Yaitu dilakukan secara lisan si penggadai bermaksud meminjam uang  
atau emas dengan memberikan barang kepada si penerima gadai 
sebagai jaminan. 

 
Pertanyaan: 
4. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan gadai tanah sawah di desa 

Harjawinangun? 
Jawaban: 

- Tidak ada batasan waktu artinya menunggu sampai rahin bisa 
melunasi hutangnya. 

 
Pertanyaan: 
5. Apakah para pihak yang melakukan transaksi gadai tanah sawah menghadirkan 

saksi? 
Jawaban: 

- Ya, harus menghadirkan saksi agar bila suatu waktu terjadi sengketa 
dengan barang gadai maka para pihak bisa menghadirkan saksi 
tersebut.  

 
Pertanyaan:  
6. Apa tindakan penggadai dan penerima gadai jika masa gadai telah jatuh tempo 

pada waktu yang telah ditentukan? 
Jawaban: 

- Jika dari pihak penggadai belum bisa mengembalikan uang pinjaman 
maka secara otomatis masa gadai itu diperpanjang sampai ia 
(penggadai) bisa melunasi hutangnya. 
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Pertanyaan: 
7. Bagaiman kedudukan tanah sawah yang digadaikan? 
Jawaban: 

- Tanah milik (penggadai) sendiri. 
 

Pertanyaan: 
8. Hak apa yang dimiliki oleh penggadai dan penerima gadai? 
Jawaban: 

- Hak yang dimiliki penggadai yaitu mendapatkan uang pinjaman 
sedangkan penerima gadai adalah mendapatkan hak mengolah dan 
menikmati seluruh hasil tanah sawah sampai si penggadai bisa 
mengembalikan hutangnya dengan jalan menebus kembali barang 
gadai itu. 

 
Pertanyaan: 
9. Apakah ada sebutan atau istilah khusus mengenai gadai tanah sawah di desa 

Harjawinangun? 
Jawaban: 

- Tidak ada, istilah gadai yang dipakai adalah gade’. 
 

Pertanyaan: 
10. Apakah ada barang gadaian yang digadaikan kembali oleh penerima gadai? 
Jawaban: 

- Ada, tetapi ada penerima gadai yang tidak izin terlebih dahulu kepada 
penggadai jikalau sawahnya yang dijadikan jaminan akan digadaikan 
lagi kepada orang lain karena penerima gadai sendiri sedang 
membutuhkan uang. 

 
Pertanyaan: 
11. Bagaimana sistem  transaksi gadai tanah sawah yang ada di desa 

Harjawinanngun? 
Jawaban: 

- Penggadai datang kepada penerima gadai untuk dicukupi 
kebutuhannya kalau si penerima gadai mempunyai uang tunai maka 
diberikan uang tunai tapi kalau mempunyai emas maka diberikan emas 
setelah terjadi kesepakatan antara keduanya maka penggadai 
menyerahkan tanah sawahnya sebagai barang jaminan. 

 
Pertanyaan: 
12. Dalam melakukan gadai tanah sawah, para pelaku menggunakan kurs apa? 
 
 
 



 XIV

Jawaban: 
- Ada yang menggunakan kurs emas, biasanya pihak penerima gadai 

yang melakukan ini adalah mereka yang paham akan bisnis sehingga 
ia akan mendapatkan uang lebih dan ada juga yang tidak 
menggunakan kurs apapun hanya memang ingin menolong. 

 
Pertanyaan: 
13. Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat desa Harjawinangun? 
Jawaban: 

- Sebenarnya sudah bisa dikatakan lumayan bagus, tetapi sering terjadi 
perdebatan antara para ulamanya sendiri masalahnya hanya karena 
perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fiqh 
sehingga mengakibatkan fanatisme pada suatu golongan dn tentunya 
hal ini akan berdampak bagi hubungan kehidupan keagamaannya.  

 
Pertanyaan: 
14. Sejak kapan praktek gadai tanah sawah tersebut mulai dilakukan? 
Jawaban: 

- Tidak tahu persisnya kapan mulai ada gadai sawah tapi yang jelas 
setahu saya sudah ada sejak dahulu.  

 
 

 Dari pihak Penggadai 
 
Pertanyaan: 
1. Apakah yang menjadikan dorongan atau motivasi bpk/ibu/sdr menggadaikan 

tanah sawah? 
Jawaban: 

- Untuk mengembalikan pinjaman(hutang), biaya sekolah dan modal 
usaha. 

 
Pertanyaan: 
2. Bagaimana cara bpk/ibu/sdr menawarkan tanah sawah yang akan digadaikan? 
Jawaban: 

- Ada yang menawarkan sendiri tanpa melalui perantara dengan alasan 
supaya tidak usah mengeluarkan uang komisi 

- Ada yang melalui perantara dengan memberikan komisi 5% dari uang 
hasil pinjaman 

 
Pertanyaan: 
3. Apakah pihak penggadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan penerima 

gadai pada saat melakukan perjanjian gadai? 
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Jawaban: 
- Ya bertemu langsung dalam satu tempat/majlis dan membuat surat 

perjanjian secara tertulis dengan disaksikan oleh saksi baik dari 
perangkat desa atau dari orang yang dipercaya. 

 
 

Pertanyaan: 
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai? 
Jawaban:  

- Ya saya (penggadai) sendiri. 
 

Pertanyaan: 
5. Sejak kapan penggadai menerima uang hasil dari gadai tanah sawah? 
Jawaban: 

- Langsung setelah terjadinya kesepakatan, ada juga sebagian yang 
memberi tempo antara 1 minggu  

 
Pertanyaan: 
6. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan tanah 

sawah? 
Jawaban: 

- Tidak menentukan batasan waktu, kalau saya menetukan batasan 
waktu takut kalau sudah jatuh tempo saya belum mempunyai uang 
untuk menebus tanah sawah yang saya gadaikan. 

 
 

Pertanyaan: 
7. Sejak kapan penggadai menyerahkan tanah sawah yang digadaikan kepada 

penerima gadai? 
Jawaban: 

- Langsung setelah terjadinya akad/kesepakatan, dengan catatan: Jika 
tanah yang akan dijadikan barang gadai ada tanamannya dan hampir 
panen/mendekati panen maka hasil panen menjadi milik penggadai, 
tapi jika baru ditanam atau tiga seperempat sebelum panen maka hasil 
panen dibagi dua antara penggadai dan penerima gadai yaitu tiga 
bagian untuk penggadai dan satu bagian untuk penerima gadai dan 
pembagian ini tidak disyaratkan pada waktu akad. Baru setelah itu 
beralihlah hak memungut hasil panen kepada penerima gadai. 

 
Pertanyaan: 
8. Apakah penggadai setuju dengan sistem gadai yang kursnya disesuaikan dengan 

harga emas? 
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Jawaban: 
- pada hakikatnya tidak setuju dengan sistem gadai yang dikurskan 

dengan emas, tetapi jika tidak mengikuti kehendak penerima gadai 
maka saya (penggadai) tidak bisa menutupi kebutuhannya karena 
memang sedang membutuhkan uang. 

 
 
Pertanyaan:  
9. Apakah gadai yang disesuaikan dengan kurs emas menguntungkan penggadai? 
Jawaban: 

- Sangat tidak menguntungkan, karena penggadai merasa dirugikan 
sampai berkali-kali 

 
Pertanyaan: 
10. Apakah barang gadai dikelola oleh penerima gadai? 
Jawaban: 

- Ya sudah tentu dikelola oleh penerima gadai hal ini sebagai 
konsekuensi dari terjadinya akad gadai tanah sawah. 

 
 

 Dari Pihak Penerima Gadai 
 

Pertanyaan: 
1. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi bpk/ibu/sdr dalam melaksanakan gadai 

tanah sawah? 
Jawaban: 

- Karena memang ingin menolong saudara/tetangganya yang sedang 
mengalami kesulitan ekonomi. 

 
Pertanyaan: 
2. Bagaimana cara menerima gadai tanah sawah? 
Jawaban: 

- Ya diterima oleh saya (penerima gadai) sendiri 
 

Pertanyaan: 
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dalam satu majlis dengan 

penggadai pada saat melakukan perjanjian gadai? 
Jawaban: 

- Ya, bertemu langsung dengan penggadai dalam satu tempat/majlis 
 

Pertanyaan: 
4. Siapakah yang melakukan transaksi dalam gadai tanah sawah? 
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Jawaban: 
- Sendiri (penerima gadai)  
 

Pertanyaan: 
5. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penggadai? 
Jawaban: 

- Biasanya langsung setelah terjadinya akad/kesepakatan, tapi ada juga 
yang memberi tempo waktu. 

 
Pertanyaan: 
6. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam transaksi gadai tanah 

sawah? 
Jawaban: 

- Tidak menentukan batasan waktu 
 

Pertanyaan: 
7. Sejak kapan penerima gadai menerima tanah sawah yang dijadikan barang 

jaminan? 
Jawaban: 

- Langsung menerima jika tanah tersebut dalam keadaan kosong /tidak 
ada tanamannya, tapi jika tanah tersebut ada tanamannya maka 
hasilnya dibagi 1:3 yaitu satu bagian untuk penerima gadai dan tiga 
bagian untuk penggadai sendiri. 

 
Pertanyaan: 
8. Apakah penerima gadai menentukan kurs dalam transaksi gadai tanah sawah? 
 
Jawaban: 

- ada yang menentukan ada juga yang tidak menentukan 
 

Pertanyaan: 
9. Apakah sistem gadai yang disesuaikan dengan kurs emas menguntungkan? 
Jawaban: 
 - Ya, bisa menguntungkan 
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DAFTAR INFORMAN 
  
 

1. Bapak Zainal Arifin selaku Tokoh Masyarakat 

2. Bapak Kisworo selaku Perangkat Desa 

3. Bapak Kiyai H. Aliuddin Alwy selaku tokoh masyarakat 

4. Bapak Muhyidin selaku Penggadai 

5. Ibu Radotun Munawaroh selaku penggadai 

6. Ibu Wasiha selaku Penerima gadai 

7. Bapak Sukirman selaku Penerima gadai 

8. Ibu Durotul Yatimah selaku penggadai 

9. Bapak Mustofa selaku tokoh masyarakat 

10. Ibu Alfiyah selaku penerima gadai 

11. Ibu Kholisah selaku penerima gadai 

12. Bapak Rasmad selaku penerima gadai 

13. Bapak Wahudi selaku perangkat desa 

14. Ibu Mudianah selaku penggadai 
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